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MOTTO 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  

QS Al-Insyirah:5. 

Kepedihan dan derita hidup hanya untuk membuat mu kuat bukan untuk 

menghakimi mu 
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ABSTRAK 

Chintya Mukti (1445H/2023M): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa Menurut 

Perspektif Fiqih Siyasah” 

 

Penulisan Skirpsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa namun pelaksanaan peraturan ini masih belum 

cukup maksimal. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di 

Desa Karya Indah, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis 

penelitian lapangan (field Research). Yang berlokasi di Desa Karya Indah 
Kabupaten Kampar. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data sekunder adalah data pendukung, dan data diperoleh dari 
literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang 
Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala 
Dusun. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Fungsi BPD diatur 

dalam pasal 30 yaitu: 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa , hanya ada kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) yang 

memang sudah ada tetapi hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan 

RPJMDes yang bersifat regular setiap tahunnya. 2) Menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, adapun aspirasi yang sudah dilaksanakan yaitu 

masyarakat meminta PJ Kepala Desa warga desa karya indah sedangkan yang 

belum terlaksana yakni pemekaran desa dan tapal batas antara RT, RW dan Dusun 

desa lain. 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dilakukan melalui 

monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang di danai APBDesa, non 

APBDesa, dan kegiatan penugasan dari pemerintah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah 

adalah sarana kerja yang kurang memadai serta kecilnya pendapatan dan 

tunjangan anggota BPD. Berdasarkan tinjaun fiqih siyasah pelaksanaan fungsi 

BPD di Desa Karya Indah sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana 

lembaga tersebut sebagai lembaga tersebut sebagai lembaga yang mengawasi 

kinerja kepala desa, serta dalam pelaksanaan musyawarah dilakukan di suatu 

tempat untuk mendengarkan aspirasi warga sehingga sehingga sejalan dengan apa 

yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.  

 

Kata Kunci: Perda, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki tonggak kesatuan, guna untuk m lenjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu berupa Ideologi 

Negara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila. Dalam l pancasila itu 

terdapat 5 (lim la) perinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang M Laha ELsa, 

Kelm lanusiaan Yang Adil dan Belradab, Pelrsatuan Indonelsia, Kelrakyatan Yang 

Dipim lpin Hikmlat Kelbijaksanaan Dalam l Pelrm lusyawaratan Pelrwakilan, dan 

Keladilan Sosial Bagi Selluruh Rakyat Indonelsia. 

Pelm lelrintahan telrkelcil dari Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia (NKRI) 

adalah pelm lelrintahan delsa, dim lana pelm lelrintahan delsa m lelrupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia. Selbagai 

pelm lelrintahan telrkelcil, pelm lelrintahan delsa m lelm lbawa am lanat selbagai pellaksana 

pelm lelrintahan nelgara yang belrsinggungan langsung delngan m lasyarakat. 

Selhingga pelm lelrintahan delsa m lelm liliki pelran stratelgis selbagai ujung tom lbak 

dalam l m lelncapai tujuan nelgara dalam l konstitusi.
1
 

Dari dulu hingga saat ini, delsa selnantiasa m lelnjadi fokus pelrhatian dalaml 

seltiap pelm lbahasan telntang sistelm l pelm lelrintahan daelrah m laupun sistelm l 

pelm lelrintahan nasional, karelna delsa m lelrupakan substansi dari sistelml 

pelm lelrintahan daelrah. Faktor lainnya juga dikarelnakan m lasih banyaknya 

                                                      
1
 Amlri, U., & Yamlin, A. (2023). Pelrtanggungjawaban Hukuml Ke lpala Delsa Atas 

Pe lnyalahgunaan We lwe lnang Dalaml Pe lnggunaan Dana De lsa Be lrdasarkan Undang-Undang 

Nomlor 6 Tahun 2014 Te lntang De lsa. Pro Justice l, 1(2). 171-178. hlml 171. 
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pelrm lasalahan-pelrm lasalahan yang ada didelsa, delsa selnantiasa diidelntik delngan 

kelm liskinan, kelbodohan, keltelrbellakangan dan pelrm lasalahan kelm lasyarakatan 

lainnya. Dalam l sistelm l pelm lelrintahan Indonelsia telrdapat adanya pelm lelrintahan 

delsa, yang m lelrupakan bagian tidak telrpisahkan dalam l sistelm l pelm lelrintahan 

daelrah.
2
 

Dalam l Pasal 1 ayat 6 Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 

tahun 2018 telntang Badan Pelrm lusyawaratan Delsa m lelnjellaskan yang diselbut 

delsa adalah          ke lsatuan m lasyarakat hukum l yang m lelm liliki batas wilayah yang 

belrwelnang untuk m lelngatur dan m lelngurus urusan pelm lelrintahan,kelpelntingan 

m lasyarakat seltelm lpat belrdasarkan prakarsa m lasyarakat, hak asal-usul, atau hak 

tradisional yang diakui dan dihorm lati dalam l sistelm l pelm lelrintahan Nelgara 

Kelsatuan Relpublik Indonelsia.
3
 

Dalam l m lelnjalankan tugasnya, pelm lelrintah delsa m lelm lelrlukan selbuah 

lelm lbaga yang m lelm liliki fungsi selbagai pelnye lim lbang agar pelm lelrintah delsa 

tidak selwelnang dalam l m lelneltapkan suatu pelraturan. Lelm lbaga ini adalah Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD). Dalam l undang-undang nom lor 6 tahun 2014 

telntang Delsa Pasal 54 ayat (1) dijellaskan bahwa MLusyawarah Delsa m lelrupakan 

forum l pelrm lusyawaratan yang diikuti olelh Badan Pelrm lusyawaratan Delsa, 

Pelm lelrintah delsa dan unsur m lasyarakat delsa untuk m lelm lusyawaratkan hal yang 

belrsifat stratelgis dalam l pelnye llelnggaraan Pelm le lrintah Delsa.
4
 

 

                                                      
2
 Rauf., R dan M Lunaf., Y. (2015). Pelmle lrintah De lsa. Pelkanbaru: Zanafa Publishing. 

3
Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar Nomlor 6 Tahun 2018 Te lntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 1 Ayat 6. 
4
 Undang-undang  Nomlor 6 Tahun 2014 Te lntang De lsa. 
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Badan Pelrwakilan Delsa yang se llam la ini belrubah nam lanya m le lnjadi 

Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD), pelrubahan ini didasarkan pada kondisi 

faktual bahwa budaya politik lokal yang belrbasis pada filosofi “m lusyawarah 

untuk m lufakat”. MLusyawarah belrbicara telntang prosels, seldangkan m lufakat 

belrbicara telntang hasil. Hasil yang baik diharapkan dipelrolelh dari prosels yang 

baik. MLellalui m lusyawarah untuk m lufakat m lelm linimlalisir belrbagai konflik 

antara para ellit politik, selhingga tidak sam lpai m lelnim lbulkan pelrpelcahan yang 

belrarti.
5
  

Fungsi Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) sangat dibutuhkan guna 

telrciptanya kelm lashalatan m lasyarakat. Fungsi Badan Pelrm lusyawaratan Delsa 

(BPD) m lelnurut Pelraturan Delrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 tahun 2018 pasal 

30 Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) MLelm liliki Fungsi adalah selbagai 

belrikut:
6
 

a. MLelmlbahas dan m lelnyelpakati Rancangan Pe lraturan Delsa Belrsam la Kelpala 

Delsa. 

b. MLelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat Delsa. 

c. MLellakukan pelngawasan kinelrja Kelpala Delsa. 

Sellain m lellaksanakan fungsi diatas, Badan Pelrm lusyawaratan Delsa juga 

m lelm lpunyai tugas dalam l pelraturan daelrah kabupateln kam lpar nom lor 6 tahun 

                                                      
5
Ndraha, ML. I. K., Ndraha, A. B., & Te llaumlbanua, Y. (2022). Pelnguatan Komlunikasi 

antara Pelmle lrintah De lsa dan BPD untuk MLelnghasilkan Produk Relgulasi De lsa yang Belrkualitas di 

De lsa Lolozasai Ke lcamlatan Gido. Jurnal Rise lt E Lkonomli, M Lanaje lmle ln, Bisnis dan Akuntansi, 10(4), 

1373-1380. hlml 1374. 
6
Pelrturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar nomlor 6 tahun 2018 te lntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 30. 
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2018 Pasal 31 te lntang Badan Pelrmluyawaratan Delsa (BPD) se lbagai belrikut:
7
 

a. MLelngali aspirasi m lasyarakat 

b. MLelnam lpung aspirasi m lasyarakat 

c. MLelngellola aspirasi m lasyarakat 

d. MLelnyalurkan aspirasi m lasyarakat 

e. MLelnyellelnggaralan m lusyawarah BPD 

f. MLelnyellelnggarakan m lusyawarah delsa 

g. MLelmlbelntuk panitia pelm lilihan kelpala delsa 

h. MLelnyellelnggarakan m lusyawarah delsa khusus untuk pelm lilihan kelpala 

delsa antar  waktu. 

i. MLelmlbahas dan m lelnye lpakati rancangan pelraturan delsa belrsam la kelpala 

delsa. 

j. MLellaksanakan pelngawasan telrhadap kine lrja kelpala delsa 

k. MLellakukan elvaluasi laporan kelte lrangan pelnyellelnggaraan pelm lelrintahan 

delsa. 

l. MLelnciptakan hubungan kelrja yang harm lonis delngan pelm lelrintah delsa dan 

lelm labaga delsa lainnya; dan 

m. MLellaksanakan tugas lain yang diatur dalam l keltelntuan pelraturan 

pelrundang- undangan. 

Badan Pelrm lusyawaratan delsa dipilih belrdasarkan syarat dan keltelntuan 

yang sudah sitelntukan dalam l pelraturan undang-undang yang belrlaku. Pada 

Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 tahun 2018 pasal 26 

                                                      
7
Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar nomlor 6 tahun 2018 te lntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 31. 
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kellelm lbagaan BPD telrdiri dari pim lpinan dan bidang. Pim lpinan BPD yang 

dim laksud telrdiri dari 3 orang yakni keltua, wakil keltua, dan selkre ltaris. Bidang 

yang dim laksud yaitu bidang Pelnye llelnggaraan pelm lelrintahan de lsa dan 

pelm lbinaan kelm lasyarakatan dan selrta bidang pe lm lbangunan Delsa dan 

Pelm lbelrdayaan MLasyarakat Delsa. Badan Pelrm lusyawaratan Delsa selbagai 

lelm lbaga pe lngawasan m lelm liliki kelwajiban untuk m lellakukan control telrhadap 

im lplelm lelntasi pelraturan delsa selrta anggaran pelndapatan dan bellanja delsa.
8
  

Islam l sangat m lelnganjurkan m lusyawarah dim lana pada m lasa Nabi 

MLuhamlm lad SAW banyak pelrsoalan um lat islam l disellelsaikan m lellalui 

m lelkanism lel syura (Pelrm lusyawaratan) antara belliau dan para sahabatnya 

selhingga dalam l agam la Islam l hukum lnya wajib untuk mlellaksanakan kelputusan 

hasil m lusyawarah. Tujuan m lusyawarah tak lain adalah untuk belrbagi idel dan 

gagasan untuk m lelncapai apa yang diidelalkan be lrsam la. Selbab, tidak m lustahil 

ada idel celm lelrlang yang tidak dikeltahui olelh selbagian dari m lelre lka, teltapi 

dikeltahui olelh yang lain.
9
 

Dalam l praktik kelhidupan um lat islam l, le lm lbaga yang paling dikelnal 

selbagai pellaksana syura (pelrm lusyawaratan) adalah ahlu-halli wa al-‘aqdi pada 

zam lan khulafaurrasidin. Pelm lbelntukan lelm lbaga ahlu al-halli wa al-aqdi sangat 

pelrlu dalam l pelm lelrintahan Islam l karelna banyaknya pelrm lasalahan kelnelgaraan 

selhingga harus diputuskan selcara bijak delm li m lelnciptakan kelm lashlahatan um lat 

                                                      
8
Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar nomlor 6 tahun 2018 Telntan Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 26. 
9
Wahyuni. (2021). Pola Simlbotik Ne lgara dan Agamla dalaml Pe lrspe lktif Pe lrbandingan 

Hukuml Tata Ne lgara Indonelsia. Qaumliyyah: Jurnal Hukum l Tata Nelgara, 2(2), 229-242. hlml.176. 
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islam l.
10

  

Belrkaitan delngan pelntingnya m lelnge lm lbangkan m lelkanism lel 

m lusyawarah ini Allah SWT belrfirm lan dalam l Al-Qur’an surah Asy-Syura ayat 

38 yang belrbunyi: 

                                     

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang m lelne lrim la (m lelm latuhi) selruan Tuhan dan 

m lellaksanakan salat, seldang urusan m lelrelka (diputuskan) delngan m lusyawarah 

antara m lelrelka; dan m lelrelka m lelnginfakkan selbagian dari relzelki yang Kam li 

belrikan kelpada m lelrelka (Q.S.Asy-Syura (42): ayat38).
11

 

 

Pelrlu dikeltahui, pelrintah m lusyawarah dalam l ayat telrselbut sifatnya um lum l 

dan m lelncakup selgala aspelk kelhidupan, baik agam la, politik, sosialelkonom li, 

dan budaya. Dalam l selgala selndi kelhidupan, belrm lusyawarah sangat dianjurkan 

untuk mlelnelntukan kelbijakan yang dianggap baik. Karelna apa yang dihasilkan 

adalah pelrwujudan dari kata m lufakat atau suara m layoritas.
12

 

Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) dalam l fiqih siyasah adalah 

lelm lbaga yang m lelm liliki kelwelnangan untuk m lelm lutuskan dan m lelne lntukan 

selsuatu atas nam la um lat (warga nelgara). Tugas m lelrelka tidak hanya 

belrm lusyawarah dalam l pelrkara-pelrkara um lum l nelgara, m lelngelluarkan Pelraturan 

Delsa yang belrkaitan delngan kelm laslahatan dan tidak belrtabrakan delngan salah 

satu dari dasar-dasar syariat yang baku. Tugas m lelrelka juga m lelncakup 

                                                      
10

Iqbal,. M L. (2007). Fiqih Siyasah Konte lkstualisasi Doktrin Politik Islam l. Jakarta: Gaya 

MLeldia Pratamla. hlml 138. 
11

 Ke lmle lnag RI, Al-qur’an dan Te lrje lmlahan, (Jakarta: Lajnah Pe lntashihan MLushaf Al-

Qur’an, 2015) hlml 42. 
12

 Yasid., A. (2007). Fiqih Today 2: Fatwa Tradisional untuk Orang MLodelrn Fikih 

Politik. Jakarta: E Lrlangga. 
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m lelm laksakan pelran pelngawasan atas kelwelnangan lelgislatif selbagai welwelnang 

pelngawas yang dilakukan olelh rakyat telrhadap pelm lelrintahan dan pelnguasa 

untuk m lelncelgah m lelrelka dari tindakan pellanggaran telrhadap suatu hak dari 

hak-hak Allah.
13

 

Agar dipelrole lh pelm laham lan yang pas apa yang dim laksud Fiqih Siyasah, 

yakni yang diselbut juga delngan Fiqih Politik, m laka pelrlu dijellaskan pelngelrtian 

m lasing-m lasing kata dari selgi bahasa dan istilah. Kata Fiqh Siyasah belrasal dari 

dua kata yaitu kata Fiqih dan yang keldua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqih selcara 

bahasa adalah faham l, seldangkan kata alsiyasi yang artinya adalah m lelngatur 

MLelnurut istilah, Arti kata al-figh adalah paham l yang m lelndalam l. Salah 

satu bidang ilm lu dalam l syariat Islam l yang selcara khusus m lelm lbahas pelrsoalan 

hukum l yang m lelngatur belrbagai aspe lk kelhidupan m lanusia, baik kelhidupan 

pribadi, belrm lasyarakat m laupun hubungan m lanusia delngan Pelnciptanya. Jadi 

Fiqih adalah ilm lu telntang hukum l-hukum l syari’i yang belrsifat am laliah yang 

digali dan ditelm lukan dari dalil-dalil yang tafsili. 

Pelrm lasalahan ini belrkaitan delngan kaidah Fiqih Siyasah, yakni Siyasah 

Dusturiyah yang m lelm lbahas telntang hubungan pelm lelrintah dan m lasyarakat dan 

juga aturan yang belrbicara didalam lnya, m laka dari kinelrja BPD dan hubungan 

nya telrhadap m lasyarakat m lelnjadi problelm l yang belrkaitan delngan kaidah ini, 

karelna tidak selsuainya kinelrja BPD te lrhadap m lasyrakat. Fiqh siyasah 

m lelrupakan cabang ilm lu fiqh yang sum lbelr kelpada AlQur’an dan Hadist.
14

 

                                                      
13

Taufik, M L. (2023). Pelrspe lktif Fikih Siyasah Te lrhadap Imlple lmle lntasi Fungsi Badan 

Pe lrmlusyawaratan De lsa. Qaumliyyah: Jurnal Hukum l Tata Ne lgara. 4(2). 105-126. hlml 108. 
14

Alfandy., M L.G. (2022). Imlplelmle lntasi Undang-Undang Nomlor 6 Tahun 2014 Telntang 

De lsa Te lrhadap Pe lm lbangunan De lsa dalaml Pe lrspe lktif Siyasah Dusturiyah. Analisis pada De lsa 
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Syuro dipaham li selbagai suatu forum l tukar m lelnukar pikiran, gagasan 

ataupun idel, telrm lasuk saran-saran yang diajukan dalam l m lelm lelcahkan suatu 

m lasalah selbellum l tiba pada suatu pelngam lbilan kelputusan. Delngan delm likian, 

m lellalui syuro seltiap m lasalah yang m lelnyangkut kelpelntingan um lum l dan 

kelpelntingan pribadi dapat ditelm lukan suatu jalan kelluar yang selbaik-baiknya 

seltellah selm lua pihak m lelnyuarakan pandangannya telntang pelrm lasalahan yang 

m lelnyangkut m lasyarakat selcara um lum l, di sam lping m le lm lbawa m lasyarakat lelbih 

delkat satu sam la lain.
15

 

Pelnelrapan Pelrda Nom lor 06 Tahun 2018 Telntang BPD m lasih adanya 

tahapan yang kurang selsuai delngan apa yang  dijellaskan dalam l Pelrda Nom lor 

06 Tahun 2018 Telntang BPD. Hal ini dapat dilihat khususnya di Delsa Karya 

Indah Kabupateln Kam lpar. MLelnurut Pelrda telrselbut dijellaskan tugas pokok dan 

fungsi Badan Pelrm lusyawaratan Delsa. 

Fungsi Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) sangat dibutuhkan supaya 

telrciptanya kelm laslahatan m lasyarakat, olelh karelna itu kelhadiran Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) dalam l Pelm lelrintahan delsa delngan belrbagai 

fungsi dan kelwelnangannya yang sangat signifikan helndaknya m lam lpu 

m lelngayom li dan m lelm lbelrikan selgala kelm lam lpuannya untuk kelm laslahatan 

m lasyarakat selrta diharapkan lelbih belrpe lran dan m lelnjalankan tugas yang tellah 

                                                                                                                                                 
Dirgahayu Kelcamlatan Pulau Laut Utara Kabupate ln Kotabaru Provinsi Kalimlantan Sellatan. 

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukuml Unive lrsitas Islaml Ne lge lri Syarif Hidayatullah. Jakarta. hlml 

58. 
15

Nichayah, M L. (2022). Pelngawasan APBD ole lh DPRD be lrdasarkan pe lraturan Walikota 

MLalang nomlor 60 tahun 2019 ditinjau dari konse lp syuro dalaml fiqh siyasah. Skripsi, Fakultas 

Syariah Unive lrsitas Islaml Ne lge lri M Laulana MLalik Ibrahiml: M Lalang. hlml 43. 
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diam lanahkan ole lh m lasyarakat.
16

 

Delsa Karya Indah m lelrupakan Delsa yang ada di Kelcam latan Tapung 

Kabupateln Kam lpar, Provinsi Riau. Delsa Karya Indah m lelrupakan salah satu 

delsa yang m lelm liliki Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) di Kabupateln 

Kam lpar. Delsa Karya Indah m lelrupakan pelm lelkaran dari delsa Pantai Celrm lin 

dim lana dahulunya Delsa Karya Indah ini adalah dusun dari Delsa Pantai Celrm lin 

yang kelm ludian dim lelkarkan m lelnjadi delsa. Adapun pelm lelkaran ini dilaksanakan 

pada tahun  2000 dan seljak saat itu Karya Indah relsm li m lelnjadi delsa baru di 

wilayah kelcam latan Tapung dan dipim lpin olelh selorang pelnjabat selm lelntara 

kelpala delsa. Delsa karya indah m lelm liliki luas 57,57665 km l² delngan jum llah 

pelnduduk 12.657 jiwa dan kelpadatan 0,454 jiwa/km l². 

Belrdasarkan pelngam latan awal dan inform lasi yang didapatkan pelnulis 

bahwa BPD yang ada di didelsa Karya Indah bellum l selsuai de lngan pellaksanaan 

pelraturan daelrah kabupateln kam lpar nom lor 6 tahun 2018 telntang Badan 

Pelrm lusyawaratan delsa (BPD) se lpelrti m lelstinya yakni m lelm lbahas dan 

m lelnye lpakati rancangan pelraturan delsa belrsam la kelpala delsa, m lelnam lpung dan 

m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat delsa, dan m lellakukan pelngawasan kinelrja 

kelpala delsa. Hal ini se ljalan delngan yang disam lpaikan olelh Arm lan sellaku 

Tokoh m lasyarakat yaitu “ BPD Karya Indah bellum l optimlal dalam l 

m lellaksanakan fungsinya dikarelnakan kurangnya sarana pelndukung , 

                                                      
16

Nita, D. A. (2021). Tugas dan Fungsi Badan Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) dalam l 

MLe lngawasi Pe lnye lle lnggaraan Pe lmle lrintah De lsa (Be lrdasarkan Pe lrmle lndagri Nomlor 110 Tahun 

2016 Telntang Badan Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di De lsa 

Sukadamlai Ke lcamlatan Pulo Bandring Kabupateln Asahan) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum l 

Unive lrsitas Islaml Ne lge lri Sumlate lra Utara. MLeldan. hlml 39. 
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keltelrbatasan fasilitas selpelrti ruang rapat yang tidak m lelm ladai”
17

 

Ada be lbelrapa pelrm lasalahan dalam l  Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar 

nom lor 6 Tahun 2018 Telntang Badan Pelrm lusywaratan Delsa telrkhususnya di 

Delsa Karya Indah, antara lain: 

1. MLelmlbahas dan m lelnyelpakati rancangan Pelraturan Delsa belrsam la Kelpala 

Delsa, m linim lnya kelbijakan yang ada di Delsa Karya Indah. 

2. Dalam l m lelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat delsa m lasih ada 

aspirasi yang bellum l dilaksanakan. 

3. MLellakukan pelngawasan kinelrja kelpala delsa bellum l telrlaksana delngan 

baik karna pelngawasannya hanya dilakukan olelh belbelrapa orang saja.
18

 

Belrdasarkan Pelrm lasalahan di atas, m laka pelnulis telrtarik untuk 

m lellakukan pelnellitian delngan judul Pellaksanaan Pelraturan Dae lrah Kabupateln 

Kam lpar Nom lor 6 Tahun 2018 Te lntang Badan Pe lrm lusyawaratan De lsa 

MLelnurut Pelrspelktif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Delsa Karya Indah 

Kabupateln Kam lpar). 

B. Batasan MLasalah 

Pelnellitian ini dapat telrarah dan m lelm lpelrjellas ruang lingkup dalam l m laka 

pelrlu adanya batasan m lasalah, karelna delngan batasan m lasalah ini nantinya 

akan m lelnjadikan pe lnellitian lelbih m ludah diarahkan dalam l pelm lbahasan 

nantinya. Pada pelm lbahasan ini pelnulis m lelm lfokuskan faktor-faktor pelnyelbab 

kurang optim lal Badan Pelrm lusyawaratan Delsa di Delsa Karya Indah dalam l 

                                                      
17

 Armlan, Tokoh mlasyarakat De lsa Karya Indah,  Wawancara, Karya Indah, 10  Maret 

2024 
18

Rahmlat,. F. (2023). Pelrse lpsi mlasyarakat te lntang pe llaksanaan Tugas Badan 

Pe lrmlusyawaratan De lsa Karya Indah Ke lcamlatan Tapung Kabupate ln Kamlpar. JOML FISIP. vol 10. 

1-11. hlml 10. 
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m lellaksanakan fungsi pelm lelrintahan delsa, selrta Pelrspelktif Fiqih Siyasah 

telrhadap Pellaksanaan Pelraturan Dae lrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 Tahun 

2018 telntang Badan Pelrm lusyawaratan Delsa.   

C. Rumlusan MLasalah 

Belrdasarkan latar bellakang m lasalah selbagaim lana yang tellah di uraikan di 

atas m laka dapat di rum luskan pelrm lasalahan selbagai belrikut: 

1. Bagaim lana Pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 

tahun 2018 telntang Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) di delsa Karya 

Indah Kabupateln Kam lpar? 

2. Faktor-faktor pe lnyelbab kurang optim lal Badan Pelrm lusyawaratan Delsa di 

Delsa Karya Indah dalam l m lellaksanakan fungsi pelm lelrintahan Delsa? 

3. Bagaim lana tinjauan Fiqih siyasah telrhadap Pellaksanaan badan 

pelrm lusyawaratan delsa (BPD) di delsa Karya Indah Kabupateln Kam lpar? 

D. Tujuan dan MLanfaat Pelnellitian 

1. Tujuan Pelnellitian 

Adapun yang m lelnjadi tujuan dari pelnellitian adalah: 

1. MLelngeltahui pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 

tahun 2018 telntang Badan pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) di delsa Karya 

Indah Kabupateln Kam lpar. 

2. MLelngeltahui faktor-faktor pelnye lbab kurang optimlalnya Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa di Delsa Karya Indah dalam l m lellaksanakan fungsi 

pelm lelrintahan Delsa. 

3. MLelngeltahui pelrspelktif fiqh siyasah telrhadap kinelrja Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa Karya Indah belrdasarkan Pelraturan dae lrah 
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Kabupateln Kam lpar Nom lor 6 tahun 2018 telntang Badan 

Pelrm lusyawaratan delsa. 

2. MLanfaat Pelnellitian 

MLanfaat yang dapat dipelrolelh dari pelnellitian ini adalah: 

1. Selcara Teloritis 

MLelnam lbah wawasan pelnulis telntang kajian pelnellitian yang ingin 

dilakukan dan m lelningkatkan kelm lam lpuan belrfikir m lellalui pelnellitian yang 

ingin dilakukan dan m lelningkatkan kelm lam lpuan belrfikir m lellalui pe lnulisan 

karya ilm liah. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat m lelnjadi bahan inform lasi 

bagi pelnelliti sellanjutnya. 

2. Selcara Praktis 

a. MLelmlbelrikan sum lbangan pelm likiran untuk m lelnye llelsaikan m lasalah-

m lasalah yang m luncul delngan lelbih kritis. 

b. Selbagai syarat m lelm lpelrolelh gellar Sarjana Hukum l (SH) pada konselntrasi 

Hukum l Tata Nelgara (Siyasah) pada fakultas Syariah dan Hukum l 

Univelrsitas Sultan Syarif Kasim l Riau. 

E. Sistelmlatika Pelnulisan 

Acuan pe lnulis dan pelm lbahasan dalam l pelnellitian ini belrpeldom lan pada 

buku panduan pelnulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum l. Delngan 

sistelm latika selbagai belrikut: 

BAB I: PELDAHULUAN 

Pada bab ini m lelm luat Latar Bellakang MLasalah, Batas MLasalah, Rum lusan 

MLasalah, Tujuan Pelnellitian, MLanfaat Pelnellitian, dan Sistelm latikan Pelnulisan. 
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BAB II: KAJIAN TE LORITIS 

Pada bab ini mlelnjellaskan Telntang Pelngelrtian Delsa, Pelngelrtian 

Pelraturan daelrah, Pelngelrtian Badan Pelrm lusyawaran Delsa dan kajian Fiqih 

Siyasah 

BAB III: MLELTODEL PELNELLITIAN 

Pelnjellasan pada bab ini telntang jelnis pelnellitian, lokasi pelnellitian, 

populasi dan sam lpell pelnellitian, subjelk dan objelk pelnellitian, sum lbelr data, selrta 

Telknik pelngum lpulan data. 

BAB IV:  HASIL PELNELLITIAN 

a. Pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 tahun 2018 

telntang Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) di delsa Karya Indah 

Kabupateln Kam lpar 

b. Faktor-faktor pelnye lbab kurang optimlal Badan Pelrmlusyawaratan Delsa di Delsa 

Karya Indah dalaml mle llaksanakan fungsi pelmle lrintahan delsa 

c. Tinjauan Fiqih siyasah telrhadap Pellaksanaan badan pelrm lusyawaratan 

delsa (BPD) di delsa Karya Indah Kabupateln Kam lpar 

BAB V: PE LNUTUP 

Pada bab ini pelnulis akan m lelnguraikan kelsim lpulan dari hasil pelnellitian 

dan saran yang belrkaitan delngan pelnellitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Delsa 

Delsa m lelrupakan suatu kelsatuan m lasyarakat hukum l yang m lelm liliki batas 

wilayah yang belrwelnang untuk mlelngatur dan m lelngurus urusan pelm lelrintah dan 

kelpelntingan m lasyarakat seltelm lpat belrdasarkan prakarsa m lasyarakat, hak asal-

usul dan atau tradisional yang diakui dan dihorm lati     dalam l sistelm l pelm lelrintahan 

Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia.
19

 

MLelnurut R. Bintarto, Delsa ialah elntitas atau kelsatuan gelografi, 

kelm lasyarakatan, pelrniagaan, politik, selrta kelbudayaan yang telrpelndam l di 

suatu arela dalam l rellasi dan elfelknya selcara belrbalasan delngan wilayah lain.
20

 

MLelnurut Rifhi Siddiq Delsa ialah suatu arela yang m le lm liliki tingkat 

kelpadatan seldikit yang ditelm lpati olelh warga delngan konelksi kelm lasyarakatan 

yang belrprilaku selragam l, rata-rata belkelrja di bidang agraria selrta cakap 

belrhubungan delngan dae lrah selkitarnya yang lain.
21

 

MLelnurut Sutardjo Kartohadikusum lo, Delsa adalah suatu kelsatuan kaidah 

yang seljum llah pelnduduknya m lelneltap diarela telrselbut yang belrkuasa 

m lelnjalankan pelm lelrintahan selndiri. MLelnurut konselp telrselbut, delsa m le lrupakan 

kawasan delngan kelpadatan relndah yang telrdiri dari banyak kam lpung, dusun, 

banjar, dan jorong yang selm luanya telrm lasuk unsur dari kelcam latan selrta 
                                                      

19
Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar nomlor 6 tahun 2018 telntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) pasal 1 ayat 6. 
20

Nurrahmlawati, D., Sriyanto, Y. G., & Priyono, N. (2023). Analisis Pe lne lrapan Aplikasi 

Siste lml Ke luangan Delsa (Siske ludels) Dalaml Pe lnge llolaan Ke luangan Di Delsa Re ljosari Ke lcamlatan 

Pakis. Populelr: Jurnal Pe lne llitian MLahasiswa, 2(2), 101-115. hlml 102. 
21

Syakdiah, J., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2023). Analisis Pe lnge llolaan Dana Delsa 

dalaml Upaya MLe lningkatkan Pe lmlbangunan di De lsa Sukananti Baru Ke lcamlatan Rantau Alai 

Kabupateln Ogan Ilir. Jurnal Pe lndidikan Tamlbusai, 7(2), 16954-16957.hlml 16955. 
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dikelpalai olelh kelpala delsa.
22

 

Suatu delsa dipim lpin olelh Kelpala Delsa atau yang diselbut delngan nam la 

lain dibantu delngan pelrangkat delsa selbagai pelnyellelnggara Pelm lelrintahan delsa. 

Delsa m lelm liliki karelktelristik yang sangat belrbelda delngan pelrkotaan, dim lana 

ciri-ciri delsa selbagai belrikut: 

a. Kelhidupan m lasyarakatnya delngan alam l dianggap sangat delkat 

b. Kelpadatan pelnduduknya rellativel relndah 

c. Inte lraksi m lasyarakat delsa sangat intelns 

d. MLasyarakat de lsa m lelm liliki solidaritas yang kuat 

e. MLobilitas mlasyarakat celndelrung relndah 

Telntunya seltiap m lanusia atau individu akan m lelnggunakan pelrasaan, 

pikiran, dan kelinginan untuk belrintelraksi delngan lingkungannya. Hal inilah 

yang m lelm lbuat m lanusia saling m lelm lbutuhkan. Selcara um lum l, fungsi delsa 

adalah selbagai  belrikut:
23

 

a. Delsa selbagai Hintelrland 

b. Selbagai pellastari kelarifan lokal 

c. Sum lbelr telnaga kelrja, dan 

d. MLitra pelm lbangunan 

 

 

                                                      
22

 Tomlisa, ML. EL., & Syafitri, ML. (2020). Pelngaruh badan usaha mlilik de lsa te lrhadap 

pe lndapatan asli di delsa Sukajadi Ke lcamlatan Bukit Batu Kabupateln Belngkalis. Iqtishaduna: Jurnal 

Ilmliah ELkonomli Kita, 9(1), 91-101. hlml 95. 
23

 ML, Siti. “Pe lngelrtian De lsa MLelnurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Jelnisnya.” 

Gramle ldia Lite lrasi, 27 June l 2023, www.gramle ldia.coml/lite lrasi/pe lnge lrtian- de lsa/. Diakse ls Pada 11 

Nov. 2023. 

http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-
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B. Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

Dalam l hal ini akan dibahas m lelnge lnai delfinisi, fungsi, tugas dan 

welwelnang Badan Pe lrm lusyawaratan Delsa. 

1. Delfinisi Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD)  

Belrdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 telntang Delsa pasal (1) 

angka 4, Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) m lelrupakan lelm lbaga yang 

m lellaksanakan fungsi pelm lelrintahan delsa yang anggotanya m lelrupakan wakil 

dari pelnduduk delsa belrdasarkan keltelrwakilan wilayah dan diteltapkan selcara 

delm lokratis. Dapat dikatakan bahwa Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) 

m lelrupakan m litra pelm lelrintah delsa dalam l m lelnyellanggarakan 

pelm lelrintahannya.
24

 

2. Fungsi Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

MLelnurut Kam lus Belsar Bahasa Indonelsia fungsi adalah pelkelrjaan yang 

dilakukan. fungsi dapat dikatakan kelgunaan dari selsuatu baik itu dalam l hal 

belnda ataupun suatu jabatan yang di sandang selselorang. Adapun telrkait fungsi 

dari lelm lbaga Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) yang telrcantum l pada pasal 

55 Undang-Undang Nom lor 6 tahun 2014 telntang de lsa, Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) m lelm lpunyai fungsi selbagai belrikut:
25

 

a. MLelmlbahas dan m lelnyelpakati rancangan pelraturan delsa belrsam la kelpala 

delsa. Dalam l hal fungsi ini badan pelrm lusysawaratan delsa (BPD) 

dibelrikan fungsi untuk m lelm lbahas dan m lelnye lpakati belrbagai belntuk 

rancangan pelraturan de lsa belrsam la- sam la kelpala delsa dalam l belntuk 

                                                      
24

 Undang-undang De lsa Nomlor 6 Tahun 2014 te lntang De lsa. hlml 2. 
25

 Undang-undang De lsa Nomlor 6 Tahun 2014 te lntang De lsa. hlml 30. 
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m lusyawarah. 

b. MLelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat. Dalam l hal fungsi ini 

Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) juga dibelri fungsi untuk 

m lelnam lpung dan m le lnyalurkan aspirasi m lasyarakat delsa yang m lelrupakan 

gam lbaran um lum l dalam l m lelrum luskan pelrelncanaan telntang 

pelnye llelnggaraan pelm lelrintah dan pelm lbangunan 

c. MLellakukan pelngawasan kinelrja ke lpala delsa. Dalam l hal fungsi ini Badan 

Pelrm lusyawaratan De lsa (BPD) dibelrikan fungsi untuk mlellaksanakan 

pelngawasan telrhadap kinelrja ke lpala delsa dalam l pelnye llelnggaraan dan 

pelm lbangunan delsa. 

3. Fungsi dan Tugas Badan Pe lrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

Le lm lbaga Badan Pelrm lusyawaratan Delsa (BPD) m lelm lpunyai fungsi yang 

telrcantum l dalam l pasal 30, seldangkan tugas utam la Badan Pelrm lusyawaratan 

Delsa (BPD) telrcantum l dalam l pasal 31 pelraturan daelrah Kabupateln Kam lpar 

nom lor 6 tahun  2018 yaitu selbagai belrikut:
26

 

A. Fungsi Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

a. MLelmlbahas dan m lelnyelpakati rancangan Pelraturan delsa belrsam la Kelpala 

Delsa. 

b. MLelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat Delsa. 

c. MLellakukan pelngawasan kinelrja Kelpala Delsa. 

B. Tugas Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

a. MLelnggali aspirasi m lasyarakat. 

                                                      
26

 Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar Nomlor 6 Tahun 2018 Te lntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 31. 
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b. MLelnam lpung aspirasi m lasyarakat. 

c. MLelngellola aspirasi m lasyarakat. 

d. MLelnyalurkan aspirasi m lasyarakat. 

e. MLelnyellelnggaralan m lusyawarah BPD. 

f. MLelnyellelnggarakan m lusyawarah Delsa. 

g. MLelmlbelntuk panitia pelm lilihan Kelpala Delsa. 

h. MLelnyellelnggarakan m lusyawarah delsa khusus untuk pelm lilihan Kelpala 

Delsa antarwaktu. 

i. MLelmlbahas dan m le lnyelpakati rancangan Pelraturan Delsa belrsam la Kelpala 

Delsa. 

j. MLellaksanakan pelngawasan telrhadap kine lrja Kelpala Delsa 

k. MLellakukan elvaluasi laporan kelte lrangan pelnyellelnggaraan pelm lelrintahan 

Delsa. 

l. MLelnciptakan hubungan kelrja yang harm lonis delngan pe lm lelrintah delsa 

dan lelm labaga delsa lainnya. 

m. MLellaksanakan tugas lain yang diatur dalam l keltelntuan pelraturan 

pelrundang- undangan. 

4. Welwelnang lelmlbaga Badan Pelrmlusyawaratan Delsa (BPD) 

Adapun welwelnang dari lelm lbaga Badan Pelrm lusyawaratan Delsa juga 

telrdapat pada pelraturan daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 tahun 2018 dalaml 

pasal 61 selbagai be lrikut:
27

 

a. MLelngadakan pelrte lm luan delngan m layarakat untuk m lelndapatkan aspirasi. 

                                                      
27

Pelraturan Dae lrah Kabupate ln Kamlpar Nomlor 6 Tahun 2018 Te lntang Badan 

Pelrmlusyawaratan De lsa (BPD) Pasal 61. 
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b. MLelnyam lpaikan aspirasi m lasyarakat kelpada Pelm lelrintah Delsa selcara 

lisan dan telrtulis. 

c. MLelngajukan rancangan Pelraturan Delsa yang m lelnjadi kelwelnangannya. 

d. MLellaksanakan m lonitoring dan elvaluasi kinelrja Kelpala Delsa. 

e. MLelmlinta keltelrangan telntang pelnye llelnggaraan Pelm lelrintahan Delsa 

kelpada Pelm lelrintah Delsa. 

f. MLelnyatakan pelndapat atas pelnyellelnggaraan Pelm lelrintahan Delsa, 

pellaksanaan pelm lbangunan Delsa, pelm lbinaan kelm lasyarakatan Delsa, dan 

pelm lbelrdayaan m lasyarakat Delsa. 

g. MLelngawal aspirasi m lasyarakat, m lelnjaga kelwibawaan dan kelstabilan 

pelnye llelnggaraan Pelm lelrintahan Delsa selrta m lelm lpellopori 

pelnye llelnggaraan Pelm lelrintahan Delsa be lrdasarkan tata kellola 

pelm lelrintahan yang baik. 

h. MLelnyusun pelraturan tata telrtib BPD. 

i. MLelnyam lpaikan laporan hasil pelngawasan yang belrsifat insidelntil kelpada 

Bupati  m lellalui Cam lat. 

j. MLelnyusun dan m lelnyam lpaikan usulan relncana biaya opelrasional BPD 

selcara telrtulis kelpada Kelpala Delsa untuk dialokasikan dalam l RAPB 

Delsa. 

k. MLelngellola biaya opelrasional BPD. 

l. m lelngusulkan pelm lbelntukan Forum l Kom lunikasi Antar Kellelm lbagaan 

Delsa kelpada Kelpala Delsa. 

m. MLellakukan kunjungan kelpada m lasyarakat dalam l rangka m lonitoring 
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dan       elvaluasi pelnyellelnggaraan Pelm le lrintahan Delsa. 

C. Pe lraturan Daelrah Kabupateln Kamlpar Nomlor 6 Tahun 2018 telntang 

Badan Pelrmlusyawaratan Delsa  

Pelraturan Daelrah adalah pelraturan pelrundang-undangan yang dibelntuk  

olelh Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah delngan pelrseltujuan belrsam la kelpala 

daelrah.
28

 Dalam l kam lus belsar bahasa Indonelsia, pelraturan diartikan selbagai 

tatanan (peltunjuk, kaeldah, keltelntuan) yang dibuat untuk mlelngatur pelraturan 

dalam l pelrundang-undangan dapat diselbut selbagai peldom lan dalam l 

m lelnjalankan aktivitas pelnting dalam l ke lhidupan belrm lasyarakat dan dibuat olelh 

yang belrwelnang atau orang yang selcara hukum l belrhak m lelm lbuat pelraturan.
29

 

Pelnye llelnggaraan otonom li daelrah telrdapat dua produk hukum l yang bisa 

dibuat olelh suatu daelrah, salah satunya adalah Pelraturan Daelrah (Pelrda) yang 

m lelrupakan instrum leln dalam l pellaksanaan otonom li daelrah untuk m lelnelntukan 

arah dan kelbijakan pelm lbangunan dae lrah selrta fasilitas pelndukungnya
30

. 

Kelwelnangan m lelm lbuat pelraturan daelrah (Pelrda) m lelrupakan wujud nyata 

pellaksanaan hak otonom li yang dim liliki olelh suatu daelrah dan selbaliknya, 

pelraturan daelrah m lelrupakan salah satu sarana dalam l pelnyellelnggaraan otonom li 

daelrah. Pelraturan daelrah diteltapkan olelh Kelpala Daelrah se ltelm lpat seltellah 

m lelndapat pelrseltujuan belrsam la Delwan Pe lrwakilan Rakyat Daelrah (DPRD) 

untuk pelnye llelnggaraan otonom li yang dim liliki olelh provinsi atau kabupateln 

kota selrta tugas pelm lbantuan. 

                                                      
28

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 (2010). Te lntang Pelmlbe lntukan Pelraturan 

Pe lrundang- undangan. Jakarta: Sinar Grafika. hlml 3. 
29

Raharjo,. M L. ML. (2021). Tata Ke llola Pe lmle lrintahan Delsa. Jakarta: Bumli Aksara. hlml 21. 
30

Suharjono, M L. (2014). Pelmlbe lntukan Pelraturan Daelrah Yang Relsponsif Dalaml 

MLe lndukung Otonomli Dae lrah. DiH: Jurnal Ilmlu Hukuml, 10(19), 21-37. hlml 22. 
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Pelraturan daelrah pada dasarnya m lelrupakan pelnjabaran lelbih lanjut dari 

pelraturan pelrundang-undangan yang lelbih tinggi, delngan m lelm lpelrhatikan ciri 

khas m lasing-m lasing daelrah. Pelrda yang dibuat olelh satu daelrah tidak bolelh 

belrtelntangan delngan kelpelntingan um lum l dan/ atau pelraturan 

pelrundangundangan yang lelbih tinggi,dan baru m lelm lpunyai kelkuatan m lelngikat 

seltellah diundangkan delngan dim luat dalam l lelm lbaran daelrah.
31

 

Pelraturan daelrah m lelrupakan bagian dari pelraturan pelrundang-undangan, 

pelm lbelntukan suatu pelrda harus belrdasarkan pada asas pelm lbelntukan pelraturan 

pelrundang-undangan. Olelh selbab itu, pelrda yang baik itu adalah yang m lelm luat 

keltelntuan, antara lain: 

1. MLelmlihak kelpada rakyat banyak. 

2. MLelnjunjung tinggi hak asasi m lanusia. 

3. Belrwawasan lingkungan dan budaya. 

Tujuan utam la dari suatu pelraturan daelrah adalah untuk mlelngatur 

aktivitas m lasyarakat di daelrah. Pelraturan daelrah yang sudah diteltapkan atau 

dinyatakan sah disam lpaikan kelpada pelm lelrintah pusat sellam lbat-lam lbatnya tujuh 

hari seltellah diteltapkan. Apabila pelraturan daelrah telrselbut telrnyata 

belrtelntangan delngan kelpelntingan-kelpelntingan um lum l dapat dibatalkan olelh 

pelm lelrintah pusat.
32

 

Adapun fungsi dari Badan Pelrm lusyawaratan Delsa belrdasarkan Pelraturan 

Daelrah Kabupateln Kam lpar Nom lor 6 Tahun    2018 Telntang Badan 

                                                      
31

Abdullah,. R. (2005) Pellaksanaan Otonomli Luas De lngan Pe lmlilihan Ke lpala Daelrah 
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32
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Pelrm lusyawaratan Delsa Pasal 30 yaitu: 

a. MLelmlbahas dan m lelnye lpakati Rancangan Pelraturan Delsa belrsam la Kelpala 

Delsa. 

b.  MLelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat Delsa. 

c. m lellakukan pelngawasan kinelrja Kelpala Delsa.
33

 

D. Fiqh Siyasah 

Istilah Fiqih Siyasah m lelrupakan tarkib idhafi atau kalim lat m lajelm luk yang 

telrdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Selcara eltim lologis, fiqh mlelrupakan 

belntuk mlashdar (gelrund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang 

belrarti Pelm laham lan yang m lelndalam l dan akurat selhingga dapat m lelm laham li 

tujuan ucapan dan atau tindakan (telrtelntu). 

Seldangkan selcara telrm linologis, Fiqh lelbih populelr didelfinisikan selbagai 

belrikut: ilm lu telntang hukum l-hukum l syara’ yang belrsifat pelrbuatan yang 

dipaham li dari dalil-dalilnya yang rinci.
34

 

Adapun dilihat dari selgi telrm linologinya (istilah) kata siyasah disini 

telrdapat m lacam l pelrbeldaan m lelnurut pelndapat dikalangan ahli hukum l Islam l, 

antara lain yaitu:
35

 Pelrtam la, Ibnu MLanzhur, m le lnurut belliau siyasah belrarti 

m lelngatur selsuatu delngan cara m lelm lbawa kelpada kelm laslahatan.
36

 Keldua, 

Abdul Wahhab Khalaf, m lelnurut belliau delfinisi dari siyasah yaitu selbagai 

Undang-Undang yang dibuat untuk m lelm lellihara keltelrtiban dan kelm laslahatan 

                                                      
33
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selrta m lelngatur belrbagai hal.
37

 Keltiga, Abdurrahm lan, m lelnurut belliau siyasah 

selbagai hukum l dan pelradilan, lelm lbaga pellaksanaan adm linistrasi dan hubungan 

luar delngan Nelgara lain.
38

 

Delngan delm likian dari uraian telntang pelngelrtian fiqh dan siyasah dari 

selgi eltim lologis, telrm linologi selrta delfinisi-delfinisi yang dikelm lukakan para ahli 

hukum l Islam l, dapat disim lpulkan bahwa pelngelrtian dari fiqh siyasah adalah 

ilmlu yang m lelm lpellajari hal-ihwal dan selluk-belluk pelngaturan dan 

kelbijaksanaan yang dibuat olelh pelm lelgang kelkuasaan yang seljalan delngan 

dasar-dasar syariat Islam l untuk m lelwujudkan kelm laslahatan um lat.
39

 

Dari pelngelrtian di atas dapat disim lpulkan bahwa fiqh siyasah adalah 

ilmlu yang m lelm lpellajari hukum l-hukum l yang m lelngatur kelpelntingan nelgara dan 

m lelngorganisir urusan um lat yang se ljalan delngan jiwa syari'at dan selsuai 

delngan dasar-dasarnya yang univelrsal (kully), untuk m lelrelalisasikan tujuan- 

tujuannya yang belrsifat kelm lasyarakatan, m lelskipun hal telrselbut tidak 

ditunjukkan olelh nashnash yang telrinci dalam l al-Qur'an m laupun al-Sunnah. 

Selbagai ilm lu keltatanelgaraan dalam l Islam l, fiqh siyasah antara lain 

m lelm lbicarakan telntang siapa sum lbelr ke lkukasaan, siapa pellaksana kelkukasaan, 

apa dasar kelkuasaan dan bagaim lana cara-cara pellaksana kelkuasaan 

m lelnjalankan kelkuasaan yang dibelrikan kelpadanya, dan kelpada siapa pellaksana 

kelkuasaan m lelm lpelrtanggungjawabkan kelkukasaannya. 
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Selbagai ilm lu keltatanelgaraan dalam l Islam l, fiqh siyasah m lelm lbahas 

telntang siapa sum lbelr kelkuasaan, siapa pellaksanaan kelkuasaan, apa dasar 

kelkuasaan dan bagaim lana cara-cara pellaksanaan kelkuasaan m lelnjalankan 

kelkuasaan yang dibelrikan kelpadanya, dan kelpada siapa pellaksanaan kelkuasaan 

m lelm lpelrtangung jawabkan atas kelkuasaannya.
40

 

Selbagaim lana yang tellah dijellaskan di atas, m lelnurut Prof. H.A. Djazuli, 

m lelnyatakan bahwa fiqh siyasah itu m lirip delngan ilmlu politik, yang m lana ada 

dua unsur pelnting dalam l bidang politik, yang saling belrhubungan selcara tim lbal 

balik, yaitu pelrtam la adalah pihak yang m lelngatur dan yang ke ldua adalah pihak 

yang diatur.
41

  

MLellihat keldua unsur telrselbut, yaitu nelgara yang pelm lelrintahnya belrsifat 

elkselkutif dan unsur m lasyarakat. Akan teltapi jika dilihat dari selgi fungsinya, 

Fiqh Siyasah belrbelda delngan politik. MLelnurut Ali Syariati selpelrti yang di nukil 

Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya m le lnjalankan fungsi 

pellayanan (khidm lah), teltapi juga pada saat yang sam la m lelnjalankan fungsi 

pelngarahan (ishlah). Selbaliknya, politik dalam l arti yang m lurni hanya 

m lelnjalankan fungsi pellayanan, bukan pelngarahan.
42

 

Ini juga dibuktikan delngan delfinisi politik di dalam l Pelnguin 

ELncyclopeldia: “Political Scincel: thel acadelmlic disciplinel which delscribels and 

analysels thel pelrations of govelrmlelnt, thel statel, and othelr political 

organizations, and any othelr factors which influelncel thelir belhavior, such as 

                                                      
40
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elconomlics. A mlajor concelrn is to elstablish how powelr is elxelrciseld and by 

whoml, in relsolving conflict within socielty”
43

 

Dalam l pe lm lbahasan m lasalah ini, Fiqh Siyasah yang belrkaitan adalah Fiqh 

Siyasah Dusturiyah. Pelrm lasalahan didalam l Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah 

hubungan antara pelm lim lpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain selrta 

kellelm lbagaan-ke llelm lbagaan yang ada dalam l m lasyarakatnya. Sudah telntu ruang 

lingkup pelm lbahasannya sangat luas. Olelh karelna itu, didalam l Fiqh Siyasah 

Dusturiyah biasanya dibatasi hanya m lelm lbahas pelngaturan dan pelrundang-

undangan yang dituntut olelh hal ihwal kelnelgaraan dari selgi pelrselsuaian 

delngan prinsip-prinsip agam la dan m lelrupakan relalisasi kelm laslahatan m lanusia 

selrta m lelm lelnuhi kelbutuhannya.
44

 

1. Siyasah Dusturiyyah, diselbut juga politik pelrundang-undangan. Bagian 

ini mlelliputi pelngkajian telntang pelneltapan hukum l atau tasyri’iyyah olelh 

lelm lbaga lelgislatif, pelradilan atau qadhaiyyah olelh lelm lbaga yudikatif, 

dan adm linistrasi pelm lelrintahan atau idariyyah olelh birokrasi atau 

elkselkutif. 

2. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah, diselbut juga politik luar nelge lri. 

Bagian ini m lelncakup hubungan kelpelrdataan antara warga nelgara yang 

m lusliml delngan yang bukan m luslim l yang bukan warga nelgara. Di bagian 

ini ada politik mlasalah pelpelrangan atau siyasah Harbiyyah, yang 

m lelngatur eltika pe lpelrangan, dasar-dasar diizinkan belrpelrang, 

pelngum lum lan pelrang, tawanan pelrang, dan gelncatan selnjata. 
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3. Siyasah MLaliyyah, diselbut juga politik keluangan dan m loneltelr. 

MLelmlbahas sum lbelr-sum lbelr keluangan nelgara, pos-pos pelngelluaran dan 

bellanja nelgara, pelrdagangan intelrnasional, kelpelntingan/hak-hak publik, 

pajak, dan pelrbankan.
45

 

Dari sistelm latika ini dapat ditarik belnang m lelrah bahwa fiqi siyasah 

m lelm lelgang pelranan dan keldudukan pelnting dalam l pelnelrapan dan akualisasi 

hukum l Islam l selcara kelselluruhan. Dalam l fiqih siyasah diatur bagaim lana selbuah 

keltelntuan hukum l Islam l belrlaku selcara elfelktif dalam l m lasyarakat Islam l. Tanpa 

kelbelradaan nelgara dan pelm lelrintahan, keltelntuan-keltelntuan hukum l Islam l akan 

suit selkali telrjam lin kelbelrlakuannya. Barangkali untuk mlasalah ibadah tidak 

telrlalu banyak cam lpur tangan siyasah, teltapi untuk urusan kelm lasyarakatan 

yang kom lplelks, um lat Islam l m lelm lbutuhkan fiqih siyasah.
46

  

Dari uraian diatas, dapat disimlpulkan bahwa fiqih siyasah ialah ilm lu 

yang m lelm lpellajari hal ihwal urusan um lat dan nelgara delngan selgala belntuk 

hukum l, pelngaturan dan kelbijaksanaan yang dibuat olelh pelm lelgang kelkuasaan 

yang seljalan delngan dasar-dasar ajaran syari‟at untuk m lelwujudkan 

kelm laslahatan um lat.
47

 

 

E. Pe lnellitian Telrdahulu 

Pelnellitian telrdahulu adalah sarana untuk mlelngungkapkan pelnellitian 

telrdahulu yang rellelvan dan tellah dilakukan selbellum lnya telrhadap telm la atau 

topik yang ham lpir m lirip delngan pelnellitian yang direlncanakan. 
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No Judul Pelrsam laan Pelrbeldaan 

1 Pe lne llitian Sa’adah 

yang be lrjudul 

Pe llaksaan Tugas 

Badan 

Pe lrm lusyawaratan 

De lsa (BPD) Dalam l 

Tinjuan Fiqih Siyasah 

(Studi De lsa Kota 

Te lngah Ke lcam latan 

Dolok M Lasihul 

Kabupate ln Se lrdang 

Be ldagai).
48

 

Pelnellitian ini 

belrtujuan 

m lelngeltahui tugas 

BPD belrdasarkan 

fiqih siyasah 

Pelnellitian tidak 

m lellihat tugas 

BPD be lrdasarkan 

Pe lraturan 

M Le lnte lri Dalam l 

Ne lge lri Nom lor 

110 Tahun 2016 

Te lntang Badan 

Pe lrm lusyawarata 

n De lsa 

2 Pelnellitian Sudarm lan 

delngan judul Pelngisian 

Anggota Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa 

(BPD) di De lsa Sibak 

Kelcam latan Ipuh 

Kabupateln MLukom luko 

Pelrspelktif Pelrda 

Kabupateln MLukom luko 
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Pelnellitian ini 
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m lelngeltahui pelran 

Badan 

Pelrm lusyawaratan 
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Fokus pelnellitian 
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BAB III 

MLELTODEL PELNELLITIAN 

 

A. Jelnis Pelnellitian 

Pelnellitian ini belrsifat lapangan (fielld relselarch). Pelnellitian lapangan yaitu 

pelnellitian delngan karaktelristik mlasalah yang belrkaitan delngan latar bellakang 

dan kondisi saat ini dari subjelk yang ditelliti selrta intelraksinya delngan 

lingkungan. Jelnis pelnellitian ini adalah pelnellitian kualitatif yaitu pelnellitian 

yang dilakukan pada kondisi yang alam liah, objelk yang belrkelm lbang apa 

adanya tidak dim lanipulasi olelh pelnelliti dan kelhadiran pelnelliti tidak 

m lelm lpelngaruhi dinam lika pada objelk telrselbut.
52

 

 

B. Lokasi Pelne llitian  

Lokasi pelnellitian adalah telm lpat dim lana pelnelliti m lellakukan pelnellitian 

dan m lelngum lpulkan data dari inform lan ataupun objelk pelnellitian yang ditelliti. 

Pelnellitian ini dilakukan di Delsa Karya Indah Kabupateln Kam lpar. Pelnulis 

Telrtarik m lellakukan pelne llitian ini dikarelnakan adanya fungsi BPD yang tidak 

belrjalan delngan baik selpelrti m lelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat 

Delsa . hal ini telntu tidak selsuai delngan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar 

nom lor 6 Tahun 2018 Telntang Badan Pelrm lusyawaratan Delsa. 
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C. Subjelk dan Objelk Pelne llitian 

1. Subjelk Pelnellitian 

Subjelk pelnellitian adalah inform lan yang belrarti orang pada latar 

pelnellitian yang dapat m lelm lbelrikan inform lasi m lelngelnai situasi dan kondisi latar 

bellakang.
53

 Adapun yang m lelnjadi subjelk dalam l pelnellitian ini adalah Ke lpala 

Delsa Karya Indah, Selkreltaris Delsa Karya Indah, Keltua BPD Delsa Karya 

Indah, Selkreltaris BPD Delsa Karya Indah, Kelpala Dusun Delsa Karya Indah dan 

MLasyarakat Delsa Karya Indah Kelcam latan Tapung Kabupateln Kam lpar.  

2. Objelk Pelnellitian  

Objelk pelne llitian adalah kelgiatan yang m lelm lpunyai variasi telrtelntu yang 

dipilih olelh pelnelliti untuk dipellajari kelm ludian disimlpulkan. Seldangkan yang 

m lelnjadi objelk pelnellitian ini adalah Pellaksanaan Fungsi BPD be lrdasarkan 

Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 Tahun 2018 Telntang Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa   

 

D. Sumlbe lr Data 

Belrkaitan delngan pelrm lasalahan dan pelnde lkatan m lasalah yang 

digunakan, m laka pada prinsipnya pelnellitian ini m lelnggunakan dua sum lbelr 

data yaitu lapangan dan kelpustakaan. Sum lbelr data yang digunakan dalaml 

pelnellitian ini belrupa: 

1. Data Prim lielr  

Data prim lelr adalah data yang belrsum lbelr dari hasil pelnellitian di lapangan 
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delngan m lellakukan wawancara pada pihak-pihak yang telrlibat delngan 

pelnellitian. Dalam l pelnellitian ini yang m le lnjadi sum lbelr data prim lelr adalah 1 

orang Kelpala Delsa, 1 orang Selkreltaris Delsa, 1 orang Keltua BPD, 1 orang 

Selkreltaris BPD, dan 2 orang Kelpala Dusun. 

2. Data selkundelr  

Data Selkundelr yaitu data pelndukung, dan data dipelrolelh dari litelratur-

litelratur dan dokum leln-dokum leln selrta laporan-laporan yang belrhubungan 

delngan pelrm lasalahan yang ditelliti
54

   

3. Data Telrsielr 

Data telrsielr adalah bahan-bahan m latelri pelnjellasan telrhadap data prim lelr 

dan selkundelr yang ada. Adapun data yang digunakan dalam l pelne llitian ini 

adalah Jurnal dan intelrnelt.  

 

E. Informlan Pe lne llitian 

Dalam l pelnellitian kualitatif tidak m le lnggunakan istilah populasi, teltapi 

olelh Spradlely dinam lakan “social situation” atau situasi sosial yang telrdiri atas 

tiga ellelm le ln yaitu: telm lpat (placel), pellaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

belrintelkasi selcara sinelrgis
55

 Situasi sosial ini bisa dikatakan selbagai objelk 

pelnellitian.  

Dalam l pelne llitian kualitatif tidak mlelnggunakan populasi, karelna 

pelnellitian kualitatif belrangkat dari kasus telrtelntu yang ada pada situasi sosial 

telrtelntu dan hasil kajiannya tidak akan dibe lrlakukan kel populasi, te ltapi 
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ditransfelrkan kel te lm lpat lain pada situasi sosial yang m lelm liliki kelsam laan 

delngan situasi sosial pada kasus yang dipellajari.
56

 

Dalam l pelnellitian ini, pelnelliti m lelngam lbil 6 inform lan yang telrdiri dari 1 

orang Kelpala Delsa, 1 orang Selkreltaris Delsa, 1 orang Keltua BPD, 1 orang 

Selkreltaris BPD, dan 2 orang Kelpala Dusun Karya Indah selbagai pelnguat 

dalam l pelnellitian. Dalam l m lelneltapkan inform lan m lelnggunakan telknik Total 

Sam lpling yaitu selm lua inform lan diam lbil dalam l pelnellitian selbanyak 6 orang 

inform lan. 

 

F. Telknik Pelngumlpulan Data 

Adapun telknik pelngum lpulan data yang digunakan dalam l pelnellitian ini 

adalah: 

1. Obselrvasi, yaitu m lelngum lpulkan data m le llalui pelngam latan langsung di 

telm lpat pelnellitian. Hasil dari pelngum lpulan pelne llitian telrselbut digunakan 

selbagai tam lbahan inform lasi dalam l pelne llitian 

2. Wawancara, yaitu m leltodel pelngum lpulan data m lellalui kom lunikasi, yakni 

m lellalui pelrtelm luan dua orang untuk belrtukar inform lasi dan idel m lellalui 

tanya jawab, dilakukan selcara sistelm latis dan belrdasarkan pada tujuan 

pelnellitian. 

3. Studi kelpustakaan, yaitu pelnulis m lelngam lbil data-data yang belrsum lbe lr 

dari buku-buku yang belrhubungan delngan m lasalah yang ditelliti. 

4. Dokum lelntasi, yaitu m lelncari data atau inform lasi belrupa belnda-belnda 

telrtulis, selpelrti buku, mlajalah, dokum leln pelraturan pelraturan, dan catatan 
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harian lainnya.
57

 

 

G. Telknik Analisis Data 

Seltellah inform lasi telrkum lpul selcara lelngkap, tahap sellanjutnya adalah 

analisis data. Pada tahap ini data digunakan seldelm likian rupa selhingga 

dipelrolelh kelbelnaran-ke lbelnaran yang dipakai untuk m lelnjawab pelrsoalan yang 

akan diajukan dalam l pelnellitian. Seltellah jelnis data telrkum lpul, dilakukan 

analisis delskriptif kualitatif telrhadap data pe lnellitian ini. Analisis ini pelnulis 

lakukan delngan langkah-langkah selbagai belrikut: 

1. Relduksi Data (Data Re lduction) 

MLelrelduksi data belrarti m lelrangkum l, m lelm lilih hal-hal yang pokok, 

m lelm lfokuskan pada hal-hal yang pelnting, dicari telm la dan polanya. Delngan 

delm likian data yang tellah direlduksi akan m lelm lbelrikan gam lbaran yang lelbih 

jellas, dan m lelm lpelrm ludah pelnelliti untuk mlellakukan pelngum lpulan data 

sellanjutnya, dan m lelncarinya bila dipelrlukan.
58

  

2. Pelnyajian Data (Data Display) 

Dalam l pelnellitian kualitatif, pelnyajian data bisa dilakukan dalam l belntuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar katelgori, flowcard dan seljelnisnya. 

Delngan m lelndisplaykan data, m laka akan m lelm ludahkan untuk m lelm laham li apa 

yang telrjadi, m lelrelncanakan kelrja sellanjutnya belrdasarkan apa yang tellah 

dipaham li telrselbut.
59
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3. Pelnarikan Kelsim lpulan  

Kelsim lpulan dalam l pe lnellitian kualitatif m lungkin dapat m lelnjawab 

rum lusan m lasalah yang dirum luskan seljak awal, teltapi mlungkin juga tidak, 

karelna m lasalah dan rum lusan m lasalah dalam l pelnellitian kualitatif mlasih belrsifat 

selm lelntara dan akan belrkelm lbang seltellah pelnellitian belrada di lapangan. 

Kelsim lpulan dalam l pelnellitian kualitatif m lelrupakan telm luan baru yang 

selbellum lnya bellum l pelrnah ada. Telm luan dapat belrupa gam lbaran suatu objelk 

yang selbellum lnya m lasih relm lang-relm lang selhingga seltellah ditelliti m lelnjadi 

jellas.
60
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BAB V 

PE LNUTUP 

A. Kelsimlpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelm lbahasan yang tellah dilakukan 

m lelngelnai Pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar Nom lor 6 Tahun 

2018 m lelnurut pelrspelktif fiqh siyasah, m laka pelnulis m lelnyim lpulkan selbagai 

belrikut:  

1. Pellaksanaan fungsi BPD sudah dilaksanakan yani dengan msuyawarah, 

pada membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa 

sudah ada pelraturan delsa yang sudah dihasilakan olelh BPD dan kelpala 

delsa telntang APBDels dan RPJMLDels. Teltapi dalam l fungsi m lanam lpung 

aspirasi m lasyarakat ada yang belum dilaksanakan yaitu pemekaran desa 

dan tapal batas antar RT. Pengawasan kinerja kepala desa dilakukan 

dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa baik 

yang didanai APBDesa maupun non APBdesa. 

2. Adapun faktor-faktor yang m le lm lpelngaruhi kurang optim lal pellaksanaan 

fungsi BPD di Delsa Karya Indah ialah: Pelrtamla kurang didukung olelh 

sarana kelrja yang m lelm ladai selpelrti kantor, dan fasilitas atau pelralatan 

kelrja, dan alat transportasi. Keldua kelcilnya pelndapatan tujangan anggota 

BPD, selhingga anggota BPD tidak fokus belkelrja karelna harus m lelncari 

pelndapatan lain untuk m lelncukupi kelbutuhan hidupnya. 

3. Belrdasarkan tinjaun fiqih siyasah pe llaksanaan fungsi BPD di Delsa Karya 

Indah selsuai delngan Ahlu Halli wa Aqdi selbagaim lana lelm lbaga telrselbut 
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selbagai lembaga yang melakukan pengawasan kinerja kepala 

pemerintahan (Kepala Desa). Pellaksanaan m lusyawarah dilakukan dengan 

mengunjungi rumah serta berkupul di suatu tempat untuk mendengarkan 

aspirasi warga sehingga seljalan delngan apa yang dicontohkan Nabi SAW 

dan m lelnjunjung tinggi konselp syura.  

 

B. Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelm lbahasan dari pelnellitian telntang 

Pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Kam lpar nom lor 6 tahun 2018 telntang 

Badan Pe lrm lusyawaratan Delsa , m laka dapat belbelrapa saran selbagai belrikut: 

1. Pellaksanaan pelraturan Daelrah ini sangat pelnting untuk ke lm lashlahatan 

m lasyarakat di Delsa Karya Indah, akan teltapi m lasih kurangnya kelbijakan- 

kelbijakan yang belrlaku di Delsa Karya Indah. Pelnulis m lelnyarankan agar 

Delsa Karya Indah m le lm lpunyai Kelbijakan yang lelbih kuat untuk 

m lasyarakat itu selndiri. 

2. Didalam l Faktor-Faktor pelnyelbab kurang optim lal Badan 

Pelrm lusyawaratan Delsa ini pelnulis mlelnyarankan kelpada pihak Delsa 

harus m lelngelvaluasi bagaim lana m lelngatasi hal yang m lelngham lbat 

telrselbut. 

3. Untuk BPD pelnulis m lelnyarankan agar BPD bisa lelbih aktif dan kom lpak 

untuk selluruh anggota sellain itu juga agar m lelm lbelrikan inform lasi pada 

seltiap warga apa fungsi BPD itu selndiri di Delsa agar m lasyarakat 

m lelngeltahui kelm lana harus mlelm lusyawarahkan geljala-geljala yang telrjadi 

dim lasyarakat itu selndiri. 
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LAMLPIRAN 

A. PE LDOMLAN WAWANCARA 

1.  MLelnurut bapak / ibu bagaim lana fungsi BPD di delsa Karya Indah? 

2. MLelnurut bapak / ibu apakah BPD Belrfungsi dalam l rangka pelnye llelnggaraan 

pelm lelrintahan delsa? 

3. Dalam l pellaksaan pe lm lelrintah delsa adakah BPD m lelnjalankan fungsinya delngan 

selm lelstinya? 

4. Pelrnahkah BPD ikut selrta dalam l m lelm lbahas dan m lelnye lpakati rancangan 

pelraturan delsa belrsam la kelpala de lsa? 

5.  Bagaim lana kinelrja BPD dalam l m lelnam lpung dan m lelnyalurkan aspirasi 

m lasyarakat delsa? 

6. Keltika BPD m le llakukan pelngawasan kinelrja kelpala delsa, dalam l belntuk apa 

pelngawasan telrselbut? 

7. Apakah BPD Pelrnah m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat delsa kelpada bapak/ibu? 

8. Pada prosels pe lm lbahasan dan pelneltelpan pe lraturan delsa, apakah BPD ikut 

Andil? 

9. Dalam l m lelnyalurkan aspirasi m lasyarakat delsa, apakah BPD langsung 

m lelnyalurkan aspirasi telrselbut?  

10. MLelnurut bapak/ibu apakah BPD pelrnah m lellakukan sosialisasi telrhadap 

fungsinya di delsa karya indah? 
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